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S A L I N A N   P U T U S A N

Nomor 338/Pdt.G/2021/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai

Gugat  dalam tingkat  pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang

diajukan oleh; 

Penggugat,  umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan

tidak  ada,  bertempat  tinggal  di  xxxx, sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur  41  tahun,  agama Islam,  pendidikan  terakhir  SD,  pekerjaan

Tani, bertempat tinggal di xxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa  Penggugat  berdasarkan  surat  gugatannya  tertanggal  8

September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak,

dalam  register  Nomor  338/Pdt.G/2021/PA.Llk.  tanggal  8  September 2021

mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada

hari  Sabtu  23  Juni  2007  dan telah  dicatatkan di  Kantor  Urusan Agama

(KUA)  Kecamatan  Dumoga  Barat,  Kabupaten  Bolaang  Mongondow,

Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Xxxx, kemudian pindah

ke rumah bersama yang beralamatkan di desa yang sama, sampai dengan

terjadinya perpisahan;
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3. Bahwa selama dalam perkawinan,  Penggugat  dan  Tergugat  telah  hidup

bersama  sebagaimana  selayaknya  suami-istri  namun  belum  di  karuniai

seorang anak;

4. Bahwa awal penikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis

namun pada  ahir  2019 sudah sering  terjadi  perselisihan sebabkan oleh

Tergugat  seiap  kali  ada  pertengkaran  selalu  mengusir  Penggugat  serta

sering berkata kasar dengan cara memaki-maki Penggugat;

5. Bahwa sejak ahir 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sudah

tidak pernah tinggal bersama lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3

(tiga)  tahun  lamanya  tanpa  saling  menjalankan  kewajiban  sebagaimana

layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk

membentuk  suatu  rumah  tangga  yang  sakinah,  mawaddah  wa  rahmah

sebagaimana  maksud  dan  tujuan  dari  suatu  perkawinan  tidak  dapat

terwujud,  sehingga  perceraian  merupakan  alternatif  terakhir  bagi

Penggugat  untuk  menyelesaikan  permasalah  rumah  tangga  Penggugat

dengan Tergugat;

7. Bahwa  penggugat  sanggup  membayar  biaya  perkara  sesuai  ketentuan

yang berlaku;

Berdasarkan  dalil  dan  alasan-alasan  tersebut  di  atas,  maka  dengan  ini

Penggugat  memohon  kepada  Ketua  Pengadilan  Agama  Lolak  cq.  Majelis

Hakim  untuk  dapat  memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini,  selanjutnya

menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menyatakan  pernikahan  Penggugat  (Penggugat)  dengan  Tergugat

(Tergugat) putus karena perceraian

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang 

seadil-adilnya (ex aequo et bono);
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah hadir di 

persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir meskipun menurut berita 

acara panggilan perkara ini, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi 

dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu 

halangan yang sah menurut hukum; 

Bahwa pada setiap persidangan, majelis hakim telah berupaya 

menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun tidak 

berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat sebagaimana 

tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil-dalil  gugatannya,  di  persidangan

Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa  Kutipan Akta Nikah Nomor:

xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumoga

Barat, telah  dibubuhi  meterai  secukupnya  dan  telah  dicocokkan  dengan

aslinya selanjutnya diberi kode P; 

Bahwa selain bukti P tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang

saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi  I,  di  bawah sumpahnya  telah  memberikan  keterangan  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat,  setelah itu pindah di  rumah kediaman bersama, sampai

terjadinya perpisahan;

- Bahwa selama  perkawinan, Penggugat  dan Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa  pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis,  namun sejak bulan Oktober  2019 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena

Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat

sering mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama;
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- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

bulan Nopember 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat  guna

membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  II,  (saksi  adalah  Sepupu  Penggugat),  di  bawah  sumpahnya  telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat yang bernama Xxxx; 

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang

tua Tergugat,  setelah itu pindah di  rumah kediaman bersama, sampai

terjadinya perpisahan;

- Bahwa selama  perkawinan, Penggugat  dan Tergugat  belum dikaruniai

anak;

- Bahwa  pada awal perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun dan harmonis,  namun sejak bulan Oktober  2019 rumah tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  disebabkan  karena

Tergugat sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, Tergugat

sering mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat  dan Tergugat  sudah berpisah tempat  tinggal  sejak

bulan Nopember 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

- Bahwa  saksi  pernah  menasehati  Penggugat  dan  Tergugat  guna

membina kembali rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa  atas  keterangan  saksi-saksi  tersebut  Penggugat  tidak

berkeberatan dan menerimanya;

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

bukti-bukti  lagi  dan  berkesimpulan  tetap  pada  kehendaknya  untuk  bercerai

dengan Tergugat dan telah memohon putusan;

Bahwa guna  meringkas uraian  putusan ini,  maka ditunjuk  segala  hal

yang selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai

bagian tak terpisahkan dari putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat

sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga proses

mediasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung

Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan; 

 Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha

menasihati  Penggugat  agar  dapat  mengurungkan  niatnya  untuk  bercerai,

namun tidak berhasil,  sehingga telah terpenuhi  ketentuan pasal  65 Undang-

Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  menghadap  dipersidangan  atau

mengutus  orang  lain  sebagai  kuasanya/wakilnya,  meskipun  telah  dipanggil

secara resmi dan patut dan ketidak hadirnya tersebut tidak disebabkan oleh

sesuatu halangan yang sah;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  perkawinan  Penggugat  dan

Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.), fotokopi dari

surat  yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang  berdasarkan  Undang-

Undang,  bermeterai  cukup dan cocok dengan aslinya,  oleh karena itu  bukti

tersebut merupakan bukti autentik yang  memenuhi syarat formil dan materiil,

sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P.  tersebut,  maka  terbuktilah

Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  dan  dengan  adanya

keabsahan pernikahan tersebut,  maka hal ini  merupakan atas hak yang sah

bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa alasan cerai  yang diajukan oleh  Penggugat  pada

pokoknya adalah bahwa sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan

Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

Tergugat sering mengusir  Penggugat di  rumah kediaman bersama, Tergugat

sering berkata kasar dan mencaci maki Penggugat, sehingga antara Penggugat

dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, sampai
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sekarang kurang lebih 1 taun 9 bulan lamanya tanpa menjalankan kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka

untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9  Tahun  1995,  Pengadilan  perlu  mendengarkan  keterangan  keluarga   atau

orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui

keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  dua  orang  saksi  di

persidangan,  yang  telah memberikan  keterangan  di  bawah  sumpahnya,

sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka Majelis Hakim akan

mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat

telah  menerangkan yang  pada pokoknya menyatakan  bahwa rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  awalnya  rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan

Oktober  2019  sudah  tidak  rukun  lagi,  disebabkan  karena Tergugat  sering

berkata  kasar  dan  mencaci  maki  Penggugat,  Tergugat  sering  mengusir

Penggugat  di  rumah  kediaman  bersama,  sehingga  antara  Penggugat  dan

Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2019 sampai

sekarang  kurang  lebih 1  tahun  10  bulan  tanpa  menjalankan  kewajiban

sebagaimana layaknya suami-istri,  dengan demikian berdasarkan keterangan

saksi-saksi  Penggugat  yang  telah  saling  bersesuaian  tersebut  dan  telah

memenuhi syarat materiil kesaksian, maka harus dinyatakan terbukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta hasil pembuktian tersebut

di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat

adalah suami isteri  sah yang pernikahannya tercatat  di  KUA  Kecamatan

Dumoga Barat, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena

Tergugat  sering  berkata  kasar  dan  mencaci  maki  Penggugat,  Tergugat

sering mengusir Penggugat di rumah kediaman bersama;
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3. Bahwa  pihak  keluarga  sudah

pernah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil; 

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat

telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun 10 bulan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak

telah  menyatakan tekadnya untuk  bercerai  dan telah  didasarkan pada bukti

yang cukup untuk itu, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan

tersebut  telah  pecah  dari  sendi-sendi  keutuhannya,  sehingga  apabila

dipaksakan  untuk  mempertahankannya  maka  diduga  hal  tersebut  akan

menimbulkan  mafsadat  yang  lebih  besar  dari  pada  maslahatnya,  padahal

menolak  mafsadat lebih  utama  dari  pada  mencapai  kemaslahatan sesuai

dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi: 

المصالح      جلب على مقدم المفاسد درء

Artinya “Menolak  kemafsadatan  itu  adalah  lebih  utama  dari  pada  menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah

tangga  yang  bahagia  dan kekal,  penuh  rasa mawaddah wa rahmah antara

suami  dengan  istri,  akan  tetapi  kenyataan  sebagaimana  yang  dialami  oleh

Penggugat dengan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan di muka,

maka apa yang menjadi tujuan perkawinan tersebut sudah sangat sulit untuk

diwujudkan, sebab itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua

belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin

yang berkepanjangan;

Menimbang,  bahwa  suatu  rumah  tangga  hendaklah  mencerminkan

tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama

dan  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku,  sebagaimana  pula

tercantum  dalam  Pasal  1  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga

yang bahagia, mawaddah dan rahmah;  

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan

bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini susah dan

tidak  ada  lagi  seperti  halnya  dengan  rumah  tangga  Penggugat  dengan
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Tergugat, maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut telah terurai dari

sendi-sendi keutuhannya;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  cukup  memberikan  nasihat

kepada Penggugat, namun Penggugat telah berketetapan hati untuk tidak mau

mempertahankan perkawinannya, maka disini  sudah ada bukti  atau petunjuk

bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada ikatan bathin lagi dan jalan

yang  terbaik  bagi  Penggugat  untuk  keluar  dari  penderitaan  bathin  yang

berkepanjangan tersebut adalah bercerai dengan Tergugat;  

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  di  atas,

Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan

dan  memenuhi  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9

Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya

gugatan Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum untuk dikabulkan;  

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan, 

meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan gugatan 

Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus 

dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal

149 RBg);

Menimbang,  bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal  89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

perubahan  kedua  dengan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009,  biaya

perkara dibebankan kepada Penggugat;

  Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan

serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk

menghadap di persidangan,  tidak hadir; 

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat); 
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4. Membebankan  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah

Rp1.045.000,-(satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu,

tanggal 22 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1443

Hijriyah.  oleh  kami  Nur  Ali  Renhoat,  S.Ag., sebagai  Ketua  Majelis,  Roiha

Mahmudah,  S.H.I  dan Binti  Nur  Mudawamah, S.H.I,  masing-masing sebagai

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Anggota dan dibantu oleh Solman Abidin,  S.H.I,  sebagai  Panitera Pengganti

serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

Hakim Anggota,

ttd

Roiha Mahmudah, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Nur Ali Renhoat, S.Ag

Hakim Anggota,

ttd

       Binti Nur Mudawamah, S.H.I
           Panitera Pengganti,

ttd

       Solman Abidin, S.H.I

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  Rp    30.000,00 
   2.  Proses  Rp    75.000,00 
   3.  Panggilan  Rp  900.000,00 
   4.  PNBP Panggilan Penggugat      Rp    10.000,00
  5.  PNBP Panggilan Tergugat      Rp    10.000,00
  6.  Redaksi  Rp    10.000,00 
   7.  Meterai  Rp      9.000,00 
    Jumlah Rp  1.045.000,00
     (satu juta empat puluh lima ribu rupiah) 
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